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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia,
dan bagaimana wasiat wajibah, sebagai produk ijtihadiah pare ahli hukum kewarisan Islam, menjadi aspek
pembaharu dalam hukum kewarisan Islam Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan
berusaha memberikan gambaran mengenai arti pembaharuan, yang dalarn term Islam, setidaknya dikenal
dengan tigaistilah, yakni tgjdid (pemumian), taghyir (perubahan) dan ishlah (perbaikan). Pembaharuan
dalam pengertian tajdid misalnya diungkapkan sebagai pemumian dengan kembali kepada gjaran asli Islam
seperti termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pembaharuan dalam arti taghyir digambarkan sebagai
usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri
pribadi, masyarakat dan negara. Sedangkan perubahan dalam arti ishlah merupakan usaha perbaikan yang
dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara,
khususnya dalam bidang hukum. Dalam menakar sejauh mana perubahan yang terjadi di sekitar hukum
kewarisan Islam Indonesia, digunakan ciri-ciri pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh Fazlur
Rahman dan corak pembaharuan yang diintroduksi oleh Noul J. Coulson. Matralain yang menjadi fokus
pembahasan dan penulisan ini adalah wasiat wajibah. Sebagai aspek pembaharuan yang fenomenal, wasiat
wajibah memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum kewarisan. Konsep ini muncul sebagai
kelanjutan diskursus dan perdebatan pars ahli hukum kewarisan Islam sekitar ayat menyangkut wasiat dan
ayat mengenal mirats. Dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, wasiat wajibah yang diputuskan oleh
Mahkamah Agung merupakan 'tanda dari pembaharuan hukum kewarisan Islam yang memasuki tahap
ketiga setelah plaatsvervulling (ahli warts pengganti) yang diintroduksi oleh Hazairin, guru besar hukum
Adat yang ahli di bidang hukum Islam dari Universitas Indonesia Kemudian wasiat wajibah bagi anak
angkat dan orang tua angkat sebagaimana diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkakah
Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999,
yang memberikan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang diangkat dalam penulisanini,
menempatkan Mahkamah Agung tidak sgja sebagai judge made law, melainkan juga memposisikan Hakim
Agung yang memutuskan kedua perkara tersebut sebagai ‘pembaharu’ terhadap hukum kewarisan Islam
Indonesia. Selain para. praktisi hukum kewarisan Islam di Peradilan Agama berpandangan bahwa hal
demikian tidak lazim, di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun seperti Mesir, Tunisia,
Maroko, Pakistan wasiat wajibah tidak diterapkan pada kasus ahli waris non muslim. Dalam penulisan ini
dianalisis pula putusan Pengadilan Agama Jakarta dan putusan Pengadilan Y ogyakarta yang memutuskan
tidak memberi hak wasiat wajibah bagi ahli waris non mlislim. Jika putusan Pengadilan Agama Jakarta
mendasarkan pertimbangan hukumnya pads Pasal 171 huruf ¢ Kompilas Hukum Islam, putusan Pengadilan
Agama Y ogyakarta thefidasarkan pertimbangannya selain pada Pasal 171 huruf ¢ juga pada Hadits Nabi
SAW yang tertulis dalam kitab Kifayat al Akhyar Juz Il halaman 18.
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